
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Saiinan 

Menimbang 

Menglngat 

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 36 TAHUN 2011 

TENTANG 

PAJAK REKLAME DI KABUPATEN BOJONEGORO 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOJONEGORO, 

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nornor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 
ditidak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah maka dalam pelaksanaannya 
perlu diatur tentang mekanisme perizinan dan tata cara 
perhitungan pajak reklame sebagaimana dlatur dalam BAB V 
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah perlu di jabarkan 
lebih lanjut ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang 
Pajak Reklame di Kabupaten Bojonegoro. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi 
Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950) ; 

2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara T ahun 
1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ; 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor4389 ); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4844); 

5. Undang-Undang Non10r 33 Tahun 2004 
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Relribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ; 
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7. Undang-Undang NonlOr 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3987); 

8. Pera tu ran Pemerintah Nomor 79 T ahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor4593) ; 

9. Peraturan Pemerintah NonlOr 38 T ahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor4737); 

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebar1uasan Peraturan 
Perundang-undangan ; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak ; 

12. Keputusan Menteri Datam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daera.h ; 

13. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Oaerah ; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Oaerah ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten 
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 
2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 
Nomor6) ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 
201 O tentang Pajak Daerah (Lembaran Oaerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15); 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN BUPATI TENTAHG PAJAK REKLAME DI 
KABUPATEN BOJONEGORO 
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BABI 
KETENTUAN UIIUII 

Pasaf 1 

Oalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Oaerah, adalah Kabupaten Bojonegoro ; 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro ; 
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro ; 
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Oinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Bojonegoro 
atau disebut Kepala Oinas PPKA ; 

5. Dinas PPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Kabupaten Bojonegoro ; 

6. Pajak Reklame adalah Pajak alas Penyelenggaraan 
Reldame ; 

7. Reklame, adalah benda ala! perouatan atau media yang 
menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan 
komerslal dipergunakan untuk orang ataupun untuk 
memperllenalkan, menganjurkan atau memujikan statu 
barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian 
umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang 
ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau 
didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuafi yang 
dilakukan oleh Pemerintah ; 

8. Panggung/lokasi Reklame adalah suatu sarana atau 
tempat pemasangan satu atau beberapa Reklame ; 

9. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan 
yang menyelenggarakan baik untuk atas namanya sendiri 
dan atau unwk atas nama orang laln yang menjadl 
tanggungannya ; 

10. Reklame Megatron adalah reklame yang berslfat tetap 
(tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor 
maupun tidak, berupa gambar danlatau tulisan yang dapat 
berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. 
Tennasuk didalamnya Vodeotron dan Elektronic Di5Play. 

11. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat 
tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, 
seng, tinplate, collibrite, vynH, aluminium, fiberglas, kaca, 
batu, tembok alau beton, logam atau bahan lain yang 
sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri 
sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada 
bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya 
baik berslnar, disinari maupun yang tidak bersinar. 

12. Reklame Berjalan adalah rekJame yang ditempatkan pada 
kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang 
diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau 
dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk 
didalamnya reklame pada gerobak/rornbong, kendaraan 
baik bennotor ataupun tidak. 

13. Reklame Bafiho adalah rekJame yang terbuat dari papan 
kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang 
tidak permanen dan tujuan materinya memprornosikan 
suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil. 
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14. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka 
pendek atau rnempromosikan suatu even atau kegiatan 
yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, 
termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di 
dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag 
chain (rangkaian benders), tenda. krey, banner, giant 
banner dan standing banner. 

15. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk 
lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar1<an, 
dibenkan atau dapat dimlnta dengan ketentuan tidak untuk 
ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu 
benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leafleat, 
dan reklame dalam undangan. 

16. Reldame Melekat atau Sliker adalah reklame yang 
berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara 
ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada 
suatu benda. 

17. Reklame Film a tau Slide adalah reklame yang 
diselenggarakan dengan cara menggunakan klise 
(celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahall-bahan 
lain yang seJenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau 
dipancar1<an. 

18. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di 
udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat 
atau alat lain yang sejenis. 

19. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang 
diselenggarakan di permukaan air atau di alas permukaan 
air. 

20. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan 
dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau 
dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan 
alal 

21. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan 
dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau 
tanpa disertai suara. 

22. Reklame Permanen adafah reklame led/megatron, 
papan/billboardlbando, neon box, tinplat. 
kendaraan/rombong, baliho dan reklame pa pan dengan luas 
bidang 8 m2 (delapan meter persegi) kebawah yang 
diselenggarakan di persil atau reklame betjalan. 

23. Reldame Terbatas adalah reklame megatron dan reklame 
papan dengan luas bidang lebih dari 8 m2 (delapan meter 
persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame 
megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di 
lokasi bukan persil. 

24. Reklame lnsidentil adalah reklame baliho, kain, reklame 
peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reldame 
film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara. 

25. Nilal Sewa Reklame adalah nilal yang ditetapkan sebagai 
dasar perhitungan penetapan besamya pajak reklame. 

26. Kawasan/Zona adalah batasall-batasan wilayah tertentu 
sesual dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat 
digunakan untuk pemasangan Reldame : 
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27. Nilal Jual Pajak Reldame, adalah keseluruhan pembayaran/ 
pengeluaran biaya yang dikeluarl<an oleh pemilik dan atau 
penyelennggara Reklame, konstruksi, instalasi listrik, 
pembayaran ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, 
penayangan, pengecatan, pemasangan sampai dengan 
bangunan Reklame rampung dipancarkan, diperagakan, 
dllayangkan dan atau tecpasang ditempat yang telah 
diizinkan; 

28. Nilai Strategis Lokasi Reklame, adatah ukuran nllal yang 
ditetapkan pada pada titik lokasi pemasangan Reklame 
tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata 
ruang kola untuk befbagai aspek kegiatan dibidang usaha ; 

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besamya 
jumlah pajak yang terutang ; 

30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 
termasuk sanksi Administrasi berupa benda ; 

31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi 
segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang 
berada pada pennukaan tanah, diatas permukaan tanah, 
dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas 
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tori, dan jalan 
kabel ; 

32. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jatan yang 
dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu ; 

33. lzin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Sadan untuk 
mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain 
sesuai dengan rencana !ala ruang yang beriaku, sesuai 
dengan Koefisien Dasar Bangunan (KOS), Koefisien Luas 
Sangunan (KLS), sesuai dengan syarat-syarat keselamatan 
bagi yang menempati bangunan tersebut. 

BAB II 
IZIN PEMASANGAN REKLAME 

Pasal2 

(1) Sadan Per!Jinan bertanggung Jawab temadap proses 
pemberian lzin pemasangan reklarne atas dasar 
pertimbangan Tim T eknis Perizinan Kabupaten Bojonegoro. 

(2) Untuk memperoleh izln pemasangan Reldame sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), pemohon diwajibkan mengisi 
formulir pennohonan yang sudah ditentukan dengan 
melengkapi : 
a. Reklame lnsidentil (Baliho, Poster. Leaflet, Spanduk, 

Banner, Umbul-umbul) 
1 ). Surat Pem K>honan 
2). Foll> copy KTP 
3). Pemyataan Pemohon ijin tentang kesanggupan 

memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. 
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b. Reklame Permanen (Billboald, Bando, Papan Nama, 
Ballho) 
1 ). Surat Permohonan 
2). Foto oopy KTP 
3). 1MB 
4 ). Surat pemyataan/perjanjian sewa apabila lahan 

tersebut bukan milik sendiri. 
5). Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri) 
6). Pemyataan Pernohoo ijin lentang kesanggupan 

memenuhi kelentuan Peraturan Peruodang-
undangan. 

7). Memberikan uang jaminan biaya penurunan/ 
pembongkaran reklame sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Ill serta merupakan bagian yang 
tldak terpisahkan dari Peraturan ini. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas 
dan diadakan peninjauan ke tapangan oleh nm Teknis 
Perijinan Reklame Kabupaten Bojonegoro. 

(4) lzin Pemasangan Reklame bellaku paling lama 1 (satu) 
tahun dan dapat diperpanjang lagi. 

(5) Untuk Reklame yang dipasang dan memperoleh izin resmi 
diberi tanda/kode oleh Pemerintah Kabupaten. 

PasaJ 3 

(1) Reklame dapat menggunakan Ruang manfaat jalan. 
(2) Pemberian izin reklame pada ruang manfaat jalan diberikan 

berdasar pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasat 4 

(1) Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (3), dilarang: 
a. mernasang dan metetakkan jenis reklame apapun yang 

dapat mengganggu atau membahayakan pandangan 
pengguna jalanllalu lintas; 

b. rnemasang Rektame dalam bentuk Spanduk secara 
melintang diatas Jalan ; 

c. memasang reklame dengan gambar atau tulisan yang 
tidak sesuai dengan etika, budaya, dan norma yang 
beriaku ; 

d. memasang reklame dengan menggunakan media 
pohon penghijauan dengan cara dipaku dan/atau 
merusak pohon ; 

e. memasang reklame pada fasilltas bangunan mllik 
Pemerintah. 

f. memasang atau metetakkan jenis reklame ditempat
tempat/lokasi/jatan yang tetah ditetapkan olell Bupati ; 

g. memasang atau metetakkan jenis rektame apapun 
ditiang bendera ; 

h. memasang atau meletakkan jenis reklame apapun yang 
tldak memperoleh izin pemasangan reklame ; 

(2) Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (3), diwaJtbllan : 
a. mendukung terwujudnya keindahan kota; 
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b. bertanggung jawab atas ketertiban dan keindahan alas 
pemasangan Reklame miliknya. 

c. Pemasangan Reklame diupayakan keseragaman 
bentuk dan standarisasi ulruran yang ditentukan. 

d. bertanggungjawab Temadap dampak negatif yang 
mengakibatkan kerugian dalam bentuk apapun pada 
orang/pihak lain sebagai akibat pemasangan atau 
penempatan jenis reklame. 

BAB Ill 
JENIS REKLAME 

Pasal 5 

(1) Jenis Reklame yang wajfb memperoleh izin pemasangan 
Reklame dan dikenakan pajak meliputi ; 
a. reklame pennanen : 

led/megatron; 
- papanlbillboard/bando; 
- neon box; 
- tinplat; 
- kendaraanhombong ; 
- baliho. 

b. reklame insidentil : 
• spanduk; 

umbul-umbul; 
- poster/stiker; 

selebaran; 
- fragcain; 
- balon udara; 
- baliho; 
- peragaan; 

suara. 
(2) Oikecualikan dari obyek pajak adalah ; 

a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet. televise, 
radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan 
sejenlsnya. 

b. labeVmerk produk yang melekat pada barang yang 
diperdagangkan, yang berfungsi untuk mernbedakan 
dari produk sejenis lainnya; 

c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang 
melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi 
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang 
mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; 

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi dan Pernenntah Oaerah; 

e. Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan Partai 
Politik dan Keagamaan yang tidak melibalkan Sponsor. 
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BABIV 
LOKASI DAN BENTUK REKLAME 

Pasal6 

Lokasi dan Bentuk Reldame yang memiliki Nilai Strategis 
ditetapkan sebagalmana tercantum dalam Lampiran IV serta 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

BAB V 
DASARPENGENAANPAJAJ< 

Pasal 7 

(1) Oasar peogeoaan pajak adalah nilai sewa Reklame. 
(2) Nila! sewa Reklame sebagalmana dimaksod ayat (1) 

dihitung dengan menjumlahkan nilal strategis dan nilai jual 
obyek pajak Relclame. 

Pasal 8 

Pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Oinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Assel 

BAB VI 
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK 

Pasal 9 

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame Terutang dihitung 
dengan cara sebagai berikut : 
a. besamya Pajak Terutang = Nilal Sewa Reklame x 

Tarif Pajak ; 
b. nilai Sewa Reklame = Nilai strategis + Nilai Jual 

Obyek Pajak (NJOP); 
c. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), adalah besamya 

biaya pembuatan Reklame. 
(2) Besamya Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% 

(dua puluh lima persen). 
(3) Besamya perhitungan Pajak Reklame ditetapkan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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BAB VII 
BESARAN PENGENAAN PAJAK REKLAME 

BERDASARKAN NILAI STRATEGIS LOKASI REKLAME 

Pasal 10 

Untuk jenis RekJame tertentu yang dianggap memerlukan Nilai 
Strategis Lokasi dan dengan konstruksi berat dikenakan biaya 
berdasarkan Nilai Strategis Lokasi Reldame. 

Pasal 11 

Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pasal 9 adalah reklame 
yang memiliki luas diatas 10 m2 (Sepuluh meter persegi) antara 
lain meliputi : 
a. LED ; 
b. Sando ; 
c. Megatron ; 
d. Billboard/Papan Nama. 

Pasal 12 

Besamya Pengenaan Pajak selain berdasarkan pemitungan 
sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) khusus jenis Reklame 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikenakan biaya 
berdasarkan Nilai Strategis Reklame Lokasi Reklame yang 
ditetapkan sebagaimana Lampiran I serta merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan inl: 

BAB VIII 
KETENTUAN PEMBAYARAN 

Pasal 13 

(1) Setiap Wajib Pajak harus membayar Pajak Terutang 
berdasarkan SKPD. 

(2) Hasil pemungutan Pajak disetorkan ke Kantor Kas Daerah 
melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Oinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset. 

BABIX 
JAMINAN BIAYA BONGKAR 

Pasal 14 

( 1 ) Setiap penyelenggaraan reklame wajib membayar jaminan 
biaya bongkar; 

(2) Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Pengelola Reklame membuka Rekening Sejumlah Uang 
Yang telah di tentukan dalam Lampiran Ill dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(3) Rekening Pengelola Reklame sebagamana dimaksod pada 
ayat (2) dlblokir dan untuk pencairannya dibuatkan surat 
kuasa pencairan kepada Kepala Sadan Perijinan. Kepala 
SATPOL PP dan Kepala Dinas PPKA. 

BASX 
PENGAWASAN 

Pasal 15 

(1) Satu bulan sebelum jatuh tempo masa ber1akunya izin 
penyelenggaraan reklame habis, rnaka penyelenggara 
reklame dapat melakukan pe,panjangan izin. 

(2) Temadap pemasangan reklame yang masa berlakunya 
telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan, maka 
kepada penyelenggara reklame diwajibkan untuk 
menurunkan dan atau membongkar reldame. 

(3) Apabila penyelenggaraan reklame tidak rnelakukan 
penurunan dan atau pembongkaran sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) dan (2), rnaka Pemerintah 
Kabupaten Bojonegoro akan memberikan peringatan 
tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 
selarna 7 (tujuh) hari agar penyetenggara reklame 
metakukan penurunan dan atau pembongkaran reklame. 

(4) Apabila peringatan tertulis dengan tenggang waktu 
&ebagaimana dirnaksud pada ayat (3), tidak diindahkan 
dan penyelenggara tidak melakukan penurunan dan atau 
pembongkaran reldame, maka Pemerintah Kabupaten 
Bojonegoro akan melakukan penurunan dan atau 
pembongkaran secara sepihak. 

Pasal 16 

(1) Apabila penyetenggara rek1ame telah menurunkan dan 
atau membongkar reklame sebelum jatuh tempo izin 
reklame, maka uang jaminan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 15 ayat (1) dapat diambil oleh penyelenggara 
reklame beserta bunganya. 

(2) Penurunan dan atau pembongkaran secara seplhak 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 15 ayat ( 4) 
menggunakan Uang Jaminan Biaya Bongkar &ebagai 
biaya operasional penurunan dan atau pembongkaran 
reklame 

(3) Behan dan atau konstruksi reklame hasil pembongkaran 
setelah 3 x 24 Jam Tldak diambil oleh Pemilik Reklame 
menjadi hak penuh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 
untuk selanjutnya dilakukan penjuaian dan hasiinya 
disetorkan ke Kas Daerah 
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BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 

Untuk IM8 Reklame yang sudah ada dan belum sesuai dengan 
Peraturan Bupali ini masih tetap berlaku selama 2 (dua) tahun 
sejak Peraturan Bupati ini diundangkan. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Bojonegoro. 

Diundangkan di Bojonegoro 
pada langgal 24 Maret 2011 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 24 Maret 2011 

BUPATI BOJONEGORO, 

ltd. 

H.SU YOTO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

ttd. 

prs. SOEHADI MOELJONO.MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 196001311986031 008 

SERITA OAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 36. 

SaOnan sesuai dengan astinya 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

-4~ 
Ors. SOEHAOI MO~O:Mr • 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19600131198603 1 008 
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LAMPIRANI PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR : 36 TAHUN 2011 
TANGGAL : 24 MARET 2011 

DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME 
REKLAME PERMANEN 

No. JENIS REIO.AME MA- NILAJ STRATEGIS IRo.l 
PAJAK A • 1 A2 Al 

1 z 3 • 5 I T 
1 LED - 1250000 1.100000 950.000 750.000 
2 """' - 400,000 ~coo 400.000 350.000 
3 NoonBox - 400.000 37~000 ll0.000 300.000 

Bl-.... • -ndo Jalol\lTin .. , 
a.O.U.10m' ThnlMlr 375.000 325.000 275.000 225. 
~-Dillewlh 10 m' Thn,\llr 250.000 225.000 200.000 175,000 

5 Thnl'Mlr 300.000 250.000 200.000 175.000 
6 "-id ThnlMlr 200.000 200.000 100.000 200.000 

Tani Rllclamt dongon Kona1rubl boral di li mpet ltrtt.gla: 
a. Klas A 

1.Ukuran 25 m' koalas sabesar Rp. 10.000.000,• (Sept,luh Juta rupiah) per lallun : 
2.Ukuran 10m'sld 24 m'sebewRp. 5.000.000,•(UmaJUtaRuplah)pertat-... ; 

b. Kla.8 

8 

' 600.000 
300,000 
275.000 

175.000 
150.000 
150.000 
200.000 

1.Ukuran 25 m' koalas sabasar Rp. 5.000.000,· (Lima Jula Rupiall) per 1ahun: 
2.UJwran 10 m' s/d 24 m• sebesarRp. 2.500 000,- (Dua Juta Uma Ralus Aibu Rupiah) per tahun; 

e. KlasC 
1.Ulwran 25 m' kealas sabesar Rp. 3.000000,· (Tiga Juta Rupiah) per i;.,n; 
2.Ulwran 10 m' s/d 24 m' Mbesar Rp. Ui00.000,· (Satu Ma I.ma Rarus RlblJ Rupiah) per lahun 

C NJOf> (Rp.) TAAF 
A 

' 1t 11 1Z 
!00.000 3.800.000 25% 1.215,000 
300.000 BOO.COO 2Sll 275.000 
2'0.000 1(10 coo 2Sll m.ooo 

18~ 1!0.000 375.000 2SII 
100.000 375.000 25ll 100.500 
100.000 400.000 2511 175.000 
200.000 200,000 2511 100.000 

PAJAKnrri.) 
Al A2 A3 
13 14 15 

1175.000 1.137.500 1.000.000 
2!2.500 2'0000 237.!00 
220.000 212.500 200.000 

175.000 1= .500 1!0.000 
1!0.000 143.000 137.!00 
152.500 150.000 145.000 
100.000 100.000 100,000 

BUPATI BOJONEGORO, 

ltd. 

H. SUYOTO 

8 
11 

1.050.000 
m.ooo 
1116.000 

137.500 
132.000 
137.!00 
100.000 

C 
17 

1.~.000 
212.500 
187.500 

132.000 
120.000 
125,000 
100,000 



REKLAME INSIDENTIL 

NO. JENIS REKLAME MASAPAJAK 

1 2 3 
1 Spandul<Nmbul-umbul Bin/Mir 

Hr/Mir 
{Min 1 Mlnnnu\ 

2 Posler/Selembaran Lbr/Folio 
3 Stiker/Flachain Lbr/Folio 
4 Balon Udara Bln/Buah 
5 Baliho Bin/Mir 

Hr/Mir 
(Min 1 Minnnu\ 

6 Peraaaan Per Harl 
7 Suara Per Menlt 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR : 36 TAHUN 2011 
TANGGAL : 24MARET 2011 

CASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME 

NILAI STRATEGIS (Rp.) NJOP (Rp.) 

4 5 
10.000 30.000 

700 1.000 
1.000 3.000 

1.000.000 5.000.000 
50.000 250.000 

50.000 350.000 
500 1.500 

TARIF PAJAK (Rp.) 

8 7 
25% 10.000 

500 

25% 550 
25% 1.000 
25% 1.500.000 
25% 75.000 

3.000 

25% 100.000 
25% 500 

BUPATI BOJONEGORO, 

ltd. 

H.S UYOTO 



No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

LAMPIRAN UJ : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR : 36TAHUN2011 
T ANGGAL : 24 MARET 2011 

BESARAN UANG JAMINAN BIAVA PENURUNAN I 
PEMBONGKARAN REKLAME 

Jenis Reklame 

Reklame (Sando) 

Megatron/KonstruksW"ldeotron/LED/Billboard 

Reldame Papan/Neon Box 

Reklame Soanduk/Bendera/Umbul-umbul /kain \ 

Reklame Baliho 

Reklame Melekatlstikerl 

Uana Jamlnan 

Rp. 200.000,-/m2 

Rp. 500.000,-/m2 

Rp. 50.000,-/m2 

Ro. 5.000,-/m2 

Rn. 1.000.000,-/m2 

Ro. 25.-/cm2 

BUPATIBOJONEGORO 

ttd. 

H. SUYOTO 



NO. 

l 

l 

2 

3 

4 

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR : 36 TAHUN 2011 
TANGGAL: 24MARET 2011 

DAFT AR KELOMPOK NILAI STRA TEGIS KA WASAN REKLAME 
DI KABUPATENBOJONEGORO 

KfLOMPOK 
STRATEGIS NAMA KAWASA /JAlAN JENIS REKKLAME 

2 3 4 
STRATEGIS A 1. Kawasan Pe-rd.,._...,.._.,.n ---· 2. Kawasan lndustri Sdo 

3. kawasan tenninar Sdo 
4. Kawasan Aloon - oloon Sda 

STRATEGIS A 1 1. JI. A. Yanl Semua je-nis rekfame kecuafj 
umbuk.imbut 

2. JI. Gajah Mada sd• 
3. JI. Untu- Su, ...... .... ti Sda 
4. JI. Rajekwesi sda 
S. JI. OinnnP-Doro Semua Jenis Reklame 
6. JI. Teuku Umar sda 
7. JI. Pa·•llma Sudlrman sda 
8. JI. AK8PM Surol<o sda 
9. JI. Imam Bol1'"' sda 
10. JI. Trunol,,,uo sda 
11. JI. KH. Hasvim Ashari sda 
12. JI. Pemuda sda 
13. JI. Veteran sda 

STRATEGISA2 1.Basuki Rahmad Semua Jenis Reklame 

2. JI. Sawunwlins sda 
3. JI. Janksa •·ung Suprapto sda 
4. JI. lettu Suwolo sda 
S. JI. TGP Kai 
iketek sd• 
6. JI. KH. Ma~•, sda 
7. JI. MH. Thamrin sd• 
8. JI. Mastrip Sda 

STRATEGIS A 3 1. JI. P.atlmura Semua Jenis Rekfame 
2. JI. Pan<>1ima Polim Sda 
3. JI. Or. Sutomo Sda 
4. JI. Or. Cipto Sda 
5. Jl. Rajawali Sda 
6. JI. Hayom Wuruk Sda 
7. JI. 5e"'o Budi Sda 
8. JI. lettu Suyitno Sda 



 

- 2 -

1 2 3 4 

s STRATIGIS 8 Jalan Kelas 8 dan lbu Kota Kee Sem\A jenis reklame 

6 STRATEGIS C Jalan Kelas Ill Semua jenis reldame 

Catalan : Untuk Kawasan Aloon-aloon pelaksanaannya diatur oleh Bupati 

BUPATI BOJONEGORO, 

ltd. 

H.S UYOTO 


